
 
 

59 
 

BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka dalam hal ini penulis 

dapat menarik beberapa poin kesimpulan, yakni: 

1. Perkawinan yang dilangsungkan di Australia tidak memerlukan agama 

sebagai syarat sah atas sebuah perkawinan, namun dalam hal ini Negara 

Australia juga tetap memberlakukan sebuah prosedur perkawinan bagi 

pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan, antara lain 

yakni: 

a. Melengkapi surat pernyataan hendak menikah yang berupa formulir 

Notice Intended Marriage dari Registry Office Australia yang 

kemudian diserahkan untuk didaftarkan pada Registry Office Australia 

selambatnya 1 bulan atau 18 bulan sebelum hari perkawinan tiba. 

b. Memiliki persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai dan 

dibuktikan dengan hadirnya kedua orang tua calon mempelai pada 

hari perkawinan kedua mempelai. 

c. Bagi Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan di 

Australia, maka akan mendapatkan 3 macam dokumen antara lain: 

pertama; the official marriage certificate yang akan dikirimkan ke 

Registry of Birth, Deaths, and Marriage untuk arsip, kedua; 

mendapatkan salinan dari Marriage of Certificate yang disimpan 

sebagai arsip penghulu, dan ketiga;  mendapatkan salinan yang akan 

diberikan pada pasangan yang telah kawin tersebut. 

d. Setelah prosedur tersebut dijalankan, maka kedua mempelai wajib 

untuk melaporkan perkawinannya pada kantor kedutaan negara 

Indonesia untuk Australia dengan membawa passport atau identitas 

diri lainnya, akta perkawinan yang didapat dari Registry office, 

formulir pengajuan laporan perkawinan yang didapat dari kantor 

kedutaan Indonesia untuk Australia, dan keempat; membayar 

sejumlah uang untuk pengurusan administrasinya. 

2. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di 

Luar Negeri yakni tidak memiliki keabsahan secara agama, perkawinan 

beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dikatatakan sebagai ajang 

penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia 

hanya untuk menghindari ketentuan perkawinan yang ada di dalam 

Undang-Undang Perkawinan. 
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4.2 Saran 

Terkait beberapa poin dari kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis di 

atas, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran terkait hal 

tersebut, yakni antara lain: 

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, karena di dalam undang-undang tersebut terdapat 

kekosongan hukum tentang pengaturan perkawinan beda agama. 

2. Diperlukan adanya pengkajian ulang terhadap rumusan atas bunyi 

sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan guna untuk 

menghindari konflik sosial terkait adanya kesalahpahaman mengenai 

penafsiran keabsahan suatu perkawinan. 
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